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ANALISIS 3 ARTIKEL 

ARTIKEL 1 

A. Identitas Artikel 

Judul : Pemerintah Dorong Transparansi Keuangan Melalui Integrasi Sistem 

Digital 

Media : Kompas.com 

Penulis : Yoga Hastyadi Widiartanto 

Tanggal Publikasi : 2024 

B. Analisis Artikel 

Analisis ini mengkaji upaya pemerintah dalam memperkuat transparansi dan 

akuntabilitas melalui pemanfaatan sistem keuangan berbasis digital. Artikel 

tersebut menyoroti bagaimana digitalisasi bukan hanya sekadar modernisasi 

teknologi, tetapi sebuah proses perubahan mendasar pada cara pemerintah 

mengelola anggaran, memantau kinerja, dan menyampaikan informasi kepada 

publik. 

Transformasi digital memungkinkan proses pencatatan keuangan yang selama 

ini dilakukan secara manual beralih menjadi proses otomatis yang lebih cepat, 

akurat, dan mudah dilacak. Sistem seperti e-planning, e-budgeting, e-audit, 

SIPD, dan SIKD memungkinkan setiap transaksi anggaran dan perubahan 

dokumen tercatat secara real time. Audit trail yang dihasilkan memperkecil 

ruang manipulasi karena seluruh alur pergerakan data dapat dipantau dan 

diverifikasi kapan saja. 

Dalam perspektif akuntansi pemerintahan, digitalisasi mendukung implementasi 

penuh SAP berbasis akrual. Sistem digital membantu pemerintah mencatat 

pendapatan, belanja, dan beban pada saat terjadinya, sehingga menghasilkan 

laporan keuangan yang lebih informatif seperti LO, LPSAL, dan Neraca. 

Integrasi data juga meningkatkan konsistensi informasi antarinstansi dan 

mempercepat proses penyusunan laporan. 

Artikel tersebut juga menunjukkan bahwa digitalisasi berdampak positif pada 

penguatan prinsip value for money, karena data keuangan yang transparan 

membantu mengidentifikasi pemborosan, menilai efektivitas program, dan 

meningkatkan efisiensi belanja negara. Selain itu, masyarakat dapat mengakses 



informasi anggaran dengan lebih mudah sehingga mengurangi kesenjangan 

informasi antara pemerintah dan publik. 

Meskipun demikian, terdapat sejumlah kendala yang turut dibahas, terutama 

kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan komitmen 

kelembagaan. Banyak pemda mengalami kesulitan mengoperasikan sistem 

digital karena keterbatasan literasi teknologi, kondisi jaringan yang lemah, serta 

resistensi pegawai terhadap perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi 

menuntut dukungan kebijakan, anggaran, dan pelatihan yang konsisten. 

Jika dikaitkan dengan teori New Public Management, artikel ini memperlihatkan 

bagaimana digitalisasi menjadi elemen penting dalam membangun 

pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi hasil. Integrasi 

sistem digital bukan hanya inovasi teknis, tetapi reformasi tata kelola yang 

memerlukan strategi jangka panjang agar keberlanjutannya terjamin. 

C. Komentar Kelompok  

Artikel sudah relevan dan informatif, tetapi akan lebih komprehensif jika penulis 

menyertakan data spesifik terkait tingkat penerapan SIPD atau dampak 

digitalisasi pada opini WTP di berbagai daerah. 

 

ARTIKEL 2 

A. Identitas Artikel 

Judul: BPK Soroti Perlunya Auditor Internal Bersertifikat untuk Meningkatkan 

Akuntabilitas 

Media: Antara News 

Penulis: Redaksi 

Tahun Publikasi: 2024 

B. Analisis Artikel 

Artikel ini mengangkat isu kompetensi auditor internal sebagai faktor utama 

dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 

BPK menegaskan bahwa auditor internal atau APIP perlu memiliki sertifikasi 

profesional seperti CIA, QIAP, CFE, atau CPA agar mampu menjalankan fungsi 

pengawasan secara optimal di tengah meningkatnya kompleksitas keuangan 

daerah. 



Artikel tersebut memaparkan bahwa tingginya temuan audit, terutama di pemda, 

sebagian besar disebabkan kurangnya kemampuan auditor internal dalam 

memahami regulasi baru, menilai risiko, dan menerapkan metodologi audit 

berbasis bukti. Temuan berulang seperti salah saji pencatatan aset, prosedur 

pengadaan yang tidak taat aturan, serta lemahnya dokumentasi keuangan 

menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas auditor. 

Dengan adanya sertifikasi profesional, auditor internal dipastikan memiliki 

pemahaman standar mengenai manajemen risiko, audit keuangan, audit 

operasional, dan audit kepatuhan. Kompetensi ini membuat mereka lebih siap 

mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, sehingga kualitas 

pengendalian intern menjadi lebih kuat. 

Artikel ini juga menyinggung keterkaitan antara kualitas APIP dan opini audit 

BPK. Daerah yang audit internalnya bekerja efektif cenderung mendapatkan 

opini WTP, sedangkan daerah yang audit internalnya lemah lebih sering 

memperoleh opini WDP atau TMP. Hubungan ini memperlihatkan bahwa 

kualitas SDM merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan dalam menciptakan 

tata kelola keuangan yang baik. 

Namun, artikel juga memperlihatkan tantangan yang dihadapi pemda dalam 

mendorong auditor memperoleh sertifikasi profesional, seperti keterbatasan 

anggaran diklat, minimnya insentif, dan kurangnya komitmen organisasi. 

Banyak instansi belum melihat sertifikasi sebagai kebutuhan mendesak, 

sehingga jumlah auditor bersertifikat masih jauh dari ideal. 

Secara teoritis, pembahasan dalam artikel sejalan dengan prinsip dalam COSO 

Internal Control Framework, yang menekankan pentingnya kualitas personel 

sebagai komponen inti lingkungan pengendalian. Artikel ini menegaskan bahwa 

peningkatan kapasitas auditor bukan hanya untuk memenuhi tuntutan audit, 

tetapi sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang 

kredibel dan berintegritas. 

C. Komentar Kelompok  

Tulisan ini sangat relevan, tetapi masih bersifat normatif. Artikel akan lebih kuat 

jika penulis menyajikan data konkret, seperti jumlah APIP bersertifikat atau 



contoh daerah yang opininya meningkat setelah kompetensi audit internal 

diperbaiki. 

 

ARTIKEL 3 

A. Identitas Artikel 

Judul: Mengapa Realisasi Anggaran Daerah Masih Rendah? 

Media: Tempo.co 

Penulis: Ria Anatasia 

Tahun Publikasi: 2023 

B. Analisis Artikel 

Artikel ini membahas persoalan rendahnya serapan anggaran di berbagai daerah 

yang masih menjadi hambatan klasik dalam penyelenggaraan pembangunan. 

Serapan anggaran yang tidak optimal menandakan bahwa pemerintah daerah 

belum mampu melaksanakan program sesuai rencana tahunan, baik karena 

permasalahan perencanaan, implementasi, maupun pengawasan. 

Artikel tersebut menjelaskan bahwa akar masalah justru terletak pada proses 

perencanaan yang kurang matang. Penyusunan RKPD sering hanya untuk 

memenuhi formalitas administrasi, sehingga banyak program tidak memiliki 

dasar perencanaan yang kuat, dokumen teknis tidak siap, dan kegiatan tidak 

sinkron dengan kebutuhan masyarakat. Akhirnya, banyak revisi anggaran 

dilakukan di tengah tahun dan menyebabkan penundaan realisasi. 

Selain perencanaan, birokrasi yang berlapis dan lambat turut memperburuk 

serapan anggaran. Proses pengadaan barang dan jasa menjadi hambatan yang 

paling sering muncul, terutama karena kurangnya kompetensi pejabat 

pengadaan, perubahan spesifikasi, atau kendala administrasi. Meskipun 

digitalisasi pengadaan sudah berjalan melalui LPSE dan SIRUP, 

implementasinya belum merata dan masih menghadapi kendala teknis maupun 

SDM. 

Dalam perspektif akuntansi pemerintahan, rendahnya serapan anggaran akan 

tercermin dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai deviasi antara 

rencana dan pelaksanaan. Deviasi ini harus dijelaskan dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan (CaLK), dan seringkali menjadi salah satu indikator 



kelemahan kinerja yang dicatat BPK. Dalam konteks manajemen publik, serapan 

rendah menunjukkan rendahnya efektivitas program dan lemahnya pengendalian 

manajemen. 

Artikel ini juga menyoroti dampak langsung kepada masyarakat, seperti 

tertundanya pembangunan infrastruktur, penyaluran bantuan sosial yang tidak 

tepat waktu, serta pelayanan publik yang tidak optimal. Hal ini menciptakan 

persepsi negatif terhadap kinerja pemerintah daerah dan menurunkan 

kepercayaan publik. 

Komentar Kelompok  

Artikel sudah menjelaskan isu dengan baik. Akan lebih informatif jika penulis 

menambahkan data nyata, seperti daerah dengan serapan terendah atau program 

yang paling sering tidak terealisasi tepat waktu. 

 

 

ANALISIS 3 JURNAL NASIONAL 

JURNAL NASIONAL 1 

A. Identitas Jurnal 

Judul : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis 

Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah 

Jurnal : Jurnal Akuntansi Publik Indonesia 

Penulis : Wulandari & Sari 

Volume : Vol. 6 No. 2 

Tahun : 2022 

B. Analisis Jurnal 

Penelitian ini menelaah bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) berbasis akrual berpengaruh terhadap mutu laporan keuangan pemerintah 

daerah. Pergeseran sistem pencatatan dari basis kas menuju basis akrual 

sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 merupakan bagian besar 

dari agenda reformasi pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, topik 

penelitian ini memiliki urgensi tinggi baik dari sisi akademis maupun kebijakan. 

Dalam pengantar jurnal, penulis menyoroti bahwa laporan keuangan daerah 

memainkan peranan sentral dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 



publik. Penggunaan basis akrual dianggap mampu menyediakan informasi yang 

lebih menyeluruh, akurat, dan relevan. Basis akrual memotret kondisi finansial 

yang lebih utuh karena mencatat aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang 

belum direalisasikan dalam kas. Alhasil, gambaran yang disajikan tidak hanya 

terbatas pada arus kas, tetapi juga kondisi ekonomi yang sebenarnya. 

Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis regresi 

linear. Sampel penelitian berasal dari 50 pemerintah daerah yang dipilih secara 

purposive berdasarkan ketersediaan laporan keuangan dan LHP BPK. Variabel 

bebas yang dianalisis adalah tingkat implementasi SAP berbasis akrual, yang 

diukur melalui penyusunan Laporan Operasional, Neraca berbasis akrual, 

penyajian CaLK, kesiapan sistem informasi, serta kompetensi SDM di bidang 

akuntansi pemerintah. Sementara itu, variabel terikat berupa kualitas laporan 

keuangan dinilai dari aspek relevansi, keandalan, ketepatwaktuan, dan tingkat 

keterpahaman. 

Hasil penelitian menegaskan bahwa semakin baik penerapan SAP berbasis 

akrual, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Implementasi akrual mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan 

pencatatan yang lebih terstruktur, terutama pada pengelolaan aset tetap, 

pencatatan utang, serta pengakuan beban. Daerah yang melaksanakan pencatatan 

akrual secara benar cenderung melakukan rekonsiliasi lebih sering dan lebih 

teliti karena sistem mengharuskan pencatatan atas arus kas dan arus ekonomi 

sekaligus. 

Meski demikian, penulis tetap mengidentifikasi beberapa kendala lapangan. 

Banyak daerah kesulitan dalam menginventarisasi dan menilai aset tetap secara 

akurat sehingga nilai aset dalam laporan sering tidak realistis. Kelemahan ini 

sejalan dengan temuan rutin BPK yang masih sering menemukan 

ketidakwajaran angka aset daerah. 

Aspek lain yang menjadi hambatan adalah keterbatasan kualitas sumber daya 

manusia. Sebagian besar pegawai pengelola keuangan bukan lulusan akuntansi 

sehingga pemahaman terhadap akrual tidak optimal. Jurnal ini menegaskan 

bahwa penerapan akrual hanya akan efektif jika diikuti peningkatan kemampuan 

SDM melalui pelatihan dan sertifikasi teknis. 



Selain itu, keterbatasan dukungan teknologi informasi juga menjadi kesulitan 

nyata. Daerah yang tidak memiliki sistem informasi terintegrasi sering 

mengalami kesalahan input, keterlambatan proses laporan, serta kesulitan 

koordinasi antar-OPD. Basis akrual memerlukan sistem yang mampu mengolah 

data kompleks—sehingga daerah yang minim infrastruktur TI akan mengalami 

hambatan signifikan. 

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat berbagai literatur yang menyatakan 

bahwa basis akrual meningkatkan kualitas akuntabilitas fiskal. Akrual 

memungkinkan pemerintah melihat kewajiban tersembunyi seperti utang 

transfer, beban pegawai yang belum dibayar, serta depresiasi aset. Informasi 

seperti ini penting untuk perencanaan anggaran dan pemetaan biaya layanan 

publik. 

C. Komentar Kelompok 

Jurnal ini memiliki landasan teori dan metodologi yang baik, serta menyajikan 

analisis komprehensif. Kekurangannya terletak pada jumlah sampel yang 

terbatas sehingga kurang mewakili variasi antarwilayah. Meskipun begitu, jurnal 

ini tetap memberikan kontribusi besar bagi pengembangan kajian akuntansi 

pemerintahan. 

 

JURNAL NASIONAL 2 

A. Identitas Jurnal 

Judul : Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan Pemerintah 

Jurnal : Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi 

Penulis : Arum & Prasetyo 

Volume : Vol. 9 No. 1 

Tahun : 2021 

B. Analisis Jurnal 

Penelitian ini menelaah hubungan antara efektivitas Sistem Informasi Akuntansi 

(SIA) dengan ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah. Di tengah tuntutan 

transformasi digital di sektor publik, SIA menjadi alat penting untuk 

meningkatkan efisiensi pencatatan, akurasi data, dan sinkronisasi informasi 



antar-unit kerja. Karena itu, topik yang diusung jurnal ini sangat relevan dengan 

dinamika modernisasi administrasi. 

Dalam tinjauan teorinya, penulis mengemukakan bahwa ketepatan waktu 

merupakan karakteristik fundamental agar laporan keuangan memiliki nilai 

guna. Informasi keuangan yang terlambat akan kehilangan fungsi karena tidak 

dapat mendukung keputusan cepat. Dalam konteks pemerintah daerah, ketepatan 

waktu penyusunan LKPD menyangkut kelancaran audit BPK, penetapan APBD, 

serta proses perencanaan program. 

Studi ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner 

kepada petugas akuntansi dan pejabat penatausahaan keuangan dari 35 

pemerintah daerah. Variabel efektivitas SIA diukur dari aspek keamanan, 

kemudahan penggunaan, kecepatan pemrosesan, tingkat integrasi unit, dan 

kemampuan sistem menghasilkan laporan otomatis. Ketepatan waktu pelaporan 

dinilai dari pengalaman daerah selama tiga tahun terakhir. 

Hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas SIA memberikan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan. Daerah 

yang mengoperasikan SIA secara optimal lebih mampu menyelesaikan 

pelaporan sebelum tenggat waktu. Hal ini dikarenakan SIA mampu mengurangi 

human error, mempercepat proses rekonsiliasi, serta mengintegrasikan transaksi 

dari berbagai OPD dalam satu database. 

Penulis juga menjelaskan bahwa sebelum adanya SIA, proses penyusunan 

laporan banyak mengandalkan manual input sehingga rentan salah dan memakan 

waktu lama. Pengumpulan bukti transaksi dari OPD sering terlambat dan 

menjadi kendala besar. Dengan SIA, proses ini menjadi lebih efisien karena 

setiap unit dapat menginput transaksi secara daring dan sistem memprosesnya 

otomatis. 

Meskipun begitu, terdapat beberapa hambatan yang ditemukan, seperti 

rendahnya kemampuan pegawai dalam mengoperasikan teknologi, terutama 

pegawai senior. Selain itu, beberapa daerah masih mengalami keterbatasan 

koneksi internet sehingga sistem kerap terganggu. Ada pula risiko keamanan 

data jika kontrol sistem tidak kuat, misalnya potensi hacking atau manipulasi 

data. 



Penulis menekankan bahwa audit TI menjadi kebutuhan penting untuk 

memastikan integritas data, keamanan sistem, dan kepatuhan pada SOP. 

Sayangnya, audit TI belum umum dilakukan karena minimnya auditor internal 

yang memiliki kompetensi teknis. 

C. Komentar Kelompok 

Jurnal ini memberikan gambaran mendalam tentang kontribusi teknologi dalam 

mempercepat pelaporan keuangan. Namun, variabel seperti budaya organisasi 

dan kepemimpinan kurang dieksplorasi padahal berpotensi mempengaruhi 

efektivitas SIA. Kendati demikian, jurnal ini tetap memberikan kontribusi 

berharga bagi wacana digitalisasi sektor publik. 

 

JURNAL NASIONAL 3 

A. Identitas Jurnal 

Judul : Analisis Pengendalian Intern untuk Mencegah Fraud dalam Instansi 

Pemerintah 

Jurnal : Jurnal Ekonomi Publik dan Pemerintahan 

Penulis : Hartati 

Volume : Vol. 8 No. 3 

Tahun : 2020 

B. Analisis Jurnal 

Jurnal ini mengupas peran pengendalian intern dalam meminimalkan risiko 

fraud di instansi pemerintah. Dengan menggunakan kerangka COSO, penulis 

menganalisis elemen-elemen pengendalian intern yang dapat memengaruhi 

potensi terjadinya kecurangan. Tema ini tetap relevan mengingat kasus korupsi 

dan penyimpangan anggaran masih banyak ditemukan. 

Penelitian memakai metode kualitatif melalui wawancara dengan APIP, 

bendahara, serta pejabat pengelola keuangan dari beberapa OPD. Temuan utama 

penelitian menunjukkan bahwa fraud banyak terjadi pada instansi yang memiliki 

lingkungan pengendalian lemah—misalnya tidak adanya penegakan disiplin, 

minimnya keteladanan pimpinan, serta budaya kerja yang permisif terhadap 

manipulasi. 



Penulis juga menemukan bahwa pemisahan tugas di banyak instansi masih 

belum diterapkan secara benar. Ada pegawai yang mengelola kas sekaligus 

melakukan pencatatan akuntansi, yang membuka peluang penyalahgunaan. 

Selain itu, fungsi pengawasan berjenjang sering tidak berjalan karena 

kekurangan auditor internal yang kompeten. 

Aktivitas pengendalian seperti otorisasi, pemeriksaan dokumen, dan rekonsiliasi 

sering kali tidak dijalankan secara konsisten. Banyak dokumen pendukung yang 

tidak lengkap, yang menyulitkan pembuktian bahwa transaksi dilakukan sesuai 

prosedur. 

Bentuk fraud yang ditemukan tidak hanya berupa penyalahgunaan kas, tetapi 

juga mark-up belanja, manipulasi aset, hingga penyimpangan pengadaan 

barang/jasa. Penulis menegaskan bahwa fraud bukan hanya disebabkan oleh 

faktor individu, tetapi kelemahan sistemik pada mekanisme pengendalian intern. 

C. Komentar Kelompok 

Jurnal ini memberikan gambaran konkret mengenai akar fraud di instansi 

pemerintah. Pendekatan wawancara memberi kedalaman analisis, meskipun 

keterbatasan jumlah narasumber membuat hasilnya sulit digeneralisasi. Walau 

demikian, jurnal ini relevan untuk pengembangan teori audit intern dan 

manajemen risiko dalam sektor publik. 

 

 

ANALISIS 2 JURNAL INTERNASIONAL 

JURNAL INTERNASIONAL 1 

A. Identitas Jurnal 

Judul : Public Sector Accounting and Financial Management Reform 

Jurnal : International Journal of Public Administration 

Penulis : Paul S. Aghion 

Tahun : 2022 

B. Analisis Jurnal  

Artikel ini mengulas reformasi akuntansi sektor publik dan perubahan 

manajemen keuangan di banyak negara, dengan penekanan pada transisi dari 

sistem cash basis menuju accrual basis. Penulis menegaskan bahwa peralihan 



tersebut bukan hanya pergantian metode pencatatan, tetapi sebuah perubahan 

menyeluruh yang memengaruhi proses pengelolaan fiskal, perencanaan 

anggaran, serta mekanisme pertanggungjawaban pemerintah. 

Aghion meninjau pengalaman beberapa Kawasan terutama Eropa, Australia, dan 

Asia untuk menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi akrual sangat 

dipengaruhi oleh kondisi politik, kesiapan birokrasi, serta ketersediaan regulasi 

pendukung. Negara-negara maju umumnya berhasil karena memiliki komitmen 

politik yang kuat dan sistem administrasi yang matang. Sementara itu, negara 

berkembang cenderung mengalami hambatan struktural seperti lemahnya 

kompetensi SDM, ketergantungan pada sistem manual, dan infrastruktur 

teknologi yang masih terbatas. 

Menurut penulis, accrual basis memberikan gambaran yang lebih komprehensif 

tentang kondisi keuangan pemerintah karena mencatat seluruh aset, kewajiban, 

serta beban dan pendapatan yang belum direalisasikan. Hal ini memungkinkan 

pemerintah menilai kesehatan fiskal secara objektif dan mengelola risiko jangka 

panjang dengan lebih baik. 

Jurnal ini juga menggarisbawahi bahwa keberhasilan reformasi tidak cukup 

hanya dari sisi kebijakan. Peningkatan kompetensi pegawai menjadi faktor 

kunci. Di banyak negara, adopsi akrual dilakukan secara formal tanpa diikuti 

pelatihan memadai sehingga masih terjadi kesalahan klasifikasi akun, salah 

penilaian aset, dan ketidaktepatan penyajian informasi dalam laporan keuangan. 

Dari sisi tata kelola, penulis menemukan bahwa akuntansi akrual memberikan 

manfaat besar terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Informasi 

yang lebih detail memungkinkan pemerintah memperbaiki pengelolaan aset, 

mengendalikan beban jangka panjang, dan menyusun laporan yang relevan 

untuk pengambilan keputusan strategis. Hal ini pada akhirnya memperkuat 

kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. 

C. Komentar Kelompok 

Jurnal ini menyajikan analisis yang jelas dan mendalam mengenai berbagai 

dinamika reformasi akuntansi sektor publik di sejumlah negara. Pembahasannya 

kuat dan menyeluruh. Meski begitu, jurnal kurang memberikan contoh kasus 

nyata dan belum memasukkan aspek digitalisasi yang kini sangat berpengaruh 



dalam reformasi akuntansi modern. Walaupun demikian, jurnal ini tetap relevan 

serta layak dijadikan rujukan akademik. 

 

JURNAL INTERNASIONAL 2 

A. Identitas Jurnal 

Judul : Digital Transformation in Government Financial Reporting 

Jurnal : Journal of Public Accounting 

Penulis : Mark J. Evans 

Tahun : 2023 

B. Analisis Jurnal  

Artikel ini membahas bagaimana digitalisasi mengubah proses pelaporan 

keuangan pada sektor pemerintahan. Evans menjelaskan bahwa perkembangan 

teknologi seperti cloud accounting, blockchain, analitik big data, kecerdasan 

buatan, dan sistem e-reporting telah menciptakan standar baru dalam praktik 

akuntansi pemerintah. Transformasi ini bukan hanya mempercepat proses 

pelaporan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan keamanan data. 

Cloud accounting memudahkan pemerintah dalam menyimpan data secara 

terpusat serta mempercepat akses informasi antarinstansi. Teknologi blockchain 

memberikan keamanan tinggi dalam pencatatan karena setiap transaksi 

tersimpan dalam sistem yang tidak dapat diubah. Sementara itu, kecerdasan 

buatan membantu menganalisis data keuangan berskala besar untuk 

memprediksi pola pengeluaran dan pendapatan dalam jangka panjang. 

Evans juga menunjukkan bahwa teknologi digital mempercepat penyusunan 

laporan keuangan. Jika sebelumnya pemerintah perlu melakukan rekonsiliasi 

manual yang memakan waktu, kini transaksi dapat diolah secara otomatis 

sehingga laporan keuangan dapat diselesaikan lebih cepat bahkan secara real-

time. 

Kendati demikian, digitalisasi juga membawa tantangan baru. Ancaman 

kejahatan siber menjadi risiko yang harus diantisipasi mengingat data keuangan 

merupakan informasi sensitif. Selain itu, banyak pegawai pemerintah belum 

memiliki keterampilan digital yang memadai, sehingga diperlukan pelatihan 



intensif. Tingginya biaya implementasi sistem baru juga menjadi kendala yang 

harus diperhitungkan. 

Evans menekankan bahwa digitalisasi tidak akan efektif tanpa reformasi 

prosedur kerja. Pemerintah perlu menyederhanakan alur administrasi, 

memperkuat tata kelola data, dan memastikan adanya dukungan penuh dari 

pimpinan lembaga agar sistem digital benar-benar berfungsi optimal. 

Secara keseluruhan, jurnal ini menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, 

tetapi kebutuhan untuk mewujudkan pelaporan keuangan pemerintah yang lebih 

efisien, transparan, dan responsif terhadap dinamika publik. 

C. Komentar Kelompok 

Jurnal ini memberikan gambaran yang kuat mengenai proses digitalisasi dalam 

pelaporan keuangan pemerintah serta teknologi yang mendukungnya. 

Paparannya aktual, runtut, dan mudah dipahami. Namun, jurnal belum 

membahas sejauh mana kesiapan negara berkembang dalam menerapkan 

teknologi tersebut. Secara keseluruhan, jurnal ini sangat bermanfaat sebagai 

referensi perkembangan akuntansi sektor publik di era digital. 

  



ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 

 

A. Identitas Laporan 

Nama Laporan : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

Pemerintah Daerah : Kabupaten Kutai Kartanegara 

Tahun Anggaran : 2023 

Status : Audited (telah melalui pemeriksaan BPK) 

B. Analisis Isi Laporan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara 

Tahun 2023 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

berbasis akrual dan memuat komponen penting seperti Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas 

(LAK), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Secara umum, realisasi 

pendapatan daerah tahun 2023 tercatat tinggi dan menunjukkan kapasitas fiskal 

yang baik, terutama dari sumber PAD dan dana transfer. Belanja daerah juga 

terealisasi dengan cukup stabil, meskipun belanja modal masih cenderung 

rendah karena tantangan dalam proses pengadaan dan kesiapan teknis program. 

Dari sisi neraca, aset daerah didominasi oleh aset tetap seperti gedung, tanah, 

dan infrastruktur, dengan beberapa catatan mengenai penataan dan validasi 

data aset yang masih perlu diperbaiki. Laporan Operasional Tahun 2023 

menunjukkan surplus operasional, yang mengindikasikan bahwa pendapatan 

operasional daerah mampu menanggung beban penyelenggaraan pemerintahan. 

Sementara itu, arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kondisi kas yang 

stabil, sedangkan arus kas investasi yang negatif menggambarkan belanja 

pembangunan yang wajar. CALK memberikan rincian tambahan yang 

memperjelas angka-angka dalam laporan utama, meskipun beberapa rincian 

aset tetap masih dapat diperkuat. Secara keseluruhan, LKPD Kutai Kartanegara 

2023 mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang cukup baik, 

transparan, dan akuntabel, meskipun beberapa aspek seperti optimalisasi 

belanja modal dan penertiban aset tetap masih memerlukan perhatian lebih 

lanjut. 
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